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Nomor_.',
Peratur r'
Peratur#'
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: 1. Urrd lif .tenlt, 1959 tentang Penetapan
Undan$. Nonaof"$Tahun 1953 tentang Ferpanjangan
Pembenti Daqryh. Tingkat II di Kalimantan (Iembaran
Negara e bliC Indbuesia Tahun 1953 Nomor 9 menjadi
Undang-Undang (L,embaran Negara Repubtrik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72', Taffibahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) ;

Mengingat

2.

3.

Undang-U*dang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pr:sat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

Undang-Undartg Nomor 5 Tahun 2O14 ter$artg Desa Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 54957 ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah {kmbaran Neg:ara Republik Indonesia Tahun 2OL4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kberapa kali terakhir
dengan undang-undang Nomor I tahun 2015 tentang
Penrbahan Kedua Atas Undang-Undang l{ornor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia ?ahun 2Ol4 Nomor 58, tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 56791;

4.
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Al4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL4 Nomor L23, Ta.mbahan Lembaran Negara. Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2A19 tentang Perrrbahan Kedua Atas Peraturan Pemerinta-tr
Nomor 43 Tahun 2CI14 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A19 Nomor 41,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a32LI;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 2O93) ;

7. Peraturan Daerah l(abupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun
2O2O tenlgy1g A4ggarq4 Pemdapatan dan Belanja Daerah
Tahun Angaran 2A2l fl,embaran Daerah Kabupaten Barito.Selat '" ,Tahun 2AZA, Tambahan Lembaran Daerah
kabupaten Barito Selatan Nomor 9);

8. Peraturaa,'lpae-rab l{abupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun
2O2O tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Iem D.Ap Barito Selatan Tahun 2O2A
Nomor,,,fi , ?iffi Derah Kabupaten Barito
selataa,,,${,om$Eiffi '''nilffi

.' - : l .'

9. Peratri# 'Arlpti Ba{i-q Selatan Nomor 2t Tahun zOLs
tentang ' BaranglJasa (Berita
Daer*i."Kabi n , Se-la-tan Tahun 2015 Nomor 21)
sebagai lii*'ifu 'defigan Peraturan Bupati Barito
Selata*i:.No@',2CItr4 tentang Pembahan Atas

ata Cara Pengadaan
Eefito Selatan Tah
diu@h dengan Perr
:'fi*hun 2018 tenttpesa$f }.B.u 2I" Tahun 2015 tentang Pedoman

Tata Cary Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
rabupat&,Badto,.Sela Tahun 20 L8 Nomor 1 8} ;

10. Peratur#.iiSgpgi "qryrtr Selatan Nornor 18 Tahun 2Ot8
tentang Fedo Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten gsrils,' atan- tafrun 2018 Nomor 19);

11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2O2O
tentangDaftar Kewenangan Desa Berdasar Hak AsaI Usul dan
Keurenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2A2O
Nomor 21);

MTIIUTUSKAIT:

Menetapkan : PERATURAII BITPAfI ifEIItAItG TATA GARA PEilBecIAIt
I'Atr PEilETAPAIT RIIICIAIT ALOKASI DAITA DESA SETIAP
DESA TAHUII AITGGAR*N 2ol2l.
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BAE I
I(BTEilTUAil I'MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerinteh Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang rner{adi kewenangan daerah otonorn.

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

4. Dinas sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Barito selatan yang selanjutnya disebut DspMD merupakan unsur
pelaksana. urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang
Pemberdayaan Masyarakat.

5. !1dan Penge-lqla4q Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten BaritoSela y,,4,r,rg selaqiutnya dimaksud BP.4AD merupakan pelaksana
fungsi penunjang urusa.n pemerintahan giaang Keuangan.

6. camat adalah Pcrangkat naqrah ya+g wilayah kerja di
Tingkat fec :d K*t.lrpet rie"rito Selatan.

7. Pemerintah:-D.esa Desa dan Perangkat Desa sebagai
unsur Peny,glei Desa.

8. Pemerintahan urusan Pernerintahan
dan kep,ea setempat dalam sistem
pernerin

9.

10.

11.

Repg lik Indonesia.

'Pe,r{rerintah Desa

., 
" 

l

Barito Selatan.

di Kabupaten

12. Aaggaran Pendapatari -''' dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintahan Daerah yang diba"has dan disetu.jui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan naryat Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan TaLunan
Pemerintaha.n Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan
Desa-

Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang
dibuat <rleh Badan Permusyarawatan Desa bersama Kepala Deia.
Alokasi Dana Desa selanjuhrya disingkat ADD adalah Dana yang
besarannya minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima
kabupaten dalam Anggaran Pendapatan daa reian3a Daerah
kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kema.syarakatan dan
pemberdayaan masyarakat serta belanja tak terduga.

13.

L4.

15.
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Pemegang Kekrrasaan Pengelola.an Keuangan Desa yang
selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan
nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

lgQl_<sana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat
PPKD, adalah Peangkat Desa yang rnelaksanakan pengelolaan
keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala b"*i yang
menguasakan sebagian kekuasaan pKpKD.

Tim Pgngelola kegiatan, yang selanjutnya disingkat TpK adalah tim
y-ang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surit Keputusan, terdiri
dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan
Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
sisa Lebih Perhituagan Aagaraa yafig selanjutnya disebut sILpA
adalah selisih Lebih Perhitungan Anggaran dan pengeluaran
aaggaran eelar,na satra rcriode a!!gg&ran.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk selanjutnya
disiqgkat - APB..,,. Desa , .-?4dfr rencana keuangan tairunan
Pemerintah Drcsa'-yang.' as d"4 disetujui bersama oleh
Pgmerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa dan
ditetapkan dengqn, Per.afuran.Beia.

2L. Rekening Kas Umum Baerah:: yang ' selanjutnya disingkat
adalah rek pgnyi piuran uang daerah
ditentukanr' .o,I menAmpung seluruh

20.

16.

17.

18.

19.

23.

26.

. -r,1geluaran daerah

RKUD
yang

penerunaan
pada bankdaerah dan

yang ditetapkan.

22.
: , ,ij::r r.-,

Rekening Kas'
tem_pat
seluruh

2+. Tim Fasilitasi

25.

27,

ditetapkan.
Desa Kecamatan adalah Tim yang

dibentuk.i.',,'6tusi camit qnruk . ;;a;t" - f""ild;;-' ';;
Fr€ndampic , &l AXoGsi Daua Desa.

disebut RKD adatah rekening
refltahan Desa yang menampung
dan untuk membayar *"i.rr,rh

Tim yang dibentuk oleh Bupati
Fasilltasi dan Pembinaan

Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah
dokumen yaag memSat pendapata:r, hranja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut sil,pA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode Anggaran.
surat pertanggungiawaban selanjutnya disebut spJ adalah buktisurat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi
pertanggungiawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil
realisasi kegtatan yang bersifat teknis dan khusus.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selaqiutnya disebut sp2D
adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pengelola Keuangan
Daerah untuk menyalurkan Alokaso DanaDesa t<e nXO,
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ITAITSUD DAIY TUJUATT

Pe*el2
(1) ADD Merupakan Dana APBD Itubupaten Barito Selatan yang dialokasikan

kepada Pemerintah Desa untuk menyelengarakan Otonomi Desa agar
tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi,
otonomi, dcmokratisasi dan pemberdayaao nRasyarakat.

(2) ADD diberikan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan :

a- menanggulangi kemiskinan dan ffiengurangi kemiskinan ;
b. meningkatkan perenc€Lnaan dan penga.nggaran pembangunan di tingkat

desa daa pemberdayaan masyarakat ;
meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan ;
meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam
rangka rnewqiudkan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan;
meningkatkan ketenteraman dan ketertiban rnasyarakat ;
meningkatl<an pelal4n?q,,: pada masyarakat desa dalam rangka
pengembaflgan kegiatan soslJ d,an ekonomi masyarakat ; dan
mendorong peningkatan kesurad dan gotong royong masyarakat.

(3) Belanja Desa yang ditetapkan.dalam Aptsbesa digunakan dengan

Pemerintah De 'dan tetaqga dan rukun warga;
'- ..: 

:

4. pemberdayaan

PRIIT$P-PRIISSIP PEilCELOLITA!5 ALOKAST DATYA DESA

Pasal 3

{1} Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan
keuangan Desa.

(2) ADD mempakan pendapatan d.esa yang hams dikelola dan
dipertanggungiawabkan melalui mekanisme ApBDesa sebagai
peaerimaan ataupun dana transfer dari Pernerintalr Kabupatea.

(3) ADD harus dikelola secara transparan, akuntabet, efektif, elisien dan
ekonomis.

(4) seluruh kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus dapat
dipertang5ryngjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

c.

d.

e.

f.

C'
b.



a.
b.
c.
d.
e.
f.
ob'
h.
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R.UAITG L-I!$GI{UP
Pasal 4

Ruang LinekrrB Peraturan Bupati ini rueliputi:

Tata Cara Perhitungan;
Pengalokasian;
Penggunaan;
Penyaluran;
Pelaporan dan Pertanggungiawaban;
Monitoring dan Evaluasi;
Pembinaan dan Pengawasan; dan
Sanksi.

BAB U
TATA CARA PERIIITUITGAN

Bagtan Kcsatu
Umum

Pasal 5

dalam APBD Kabupaten

Dana
APBD

dana
yang telah
peraturan

' t' ',1 . -..:".,, Pegel ,6- , , ,t,: .. FEg,r !a

Bupati menetapkan . te'sar+n ADD untrrk masing*masing Desa
dengan Peraturan Bupati.::ii::' :'

Perhitungan ADD setiap Desa mempertimbangkan:
a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
b, tunjalrgan BPD;

c. insentif Rukun TetanggalRukun Warga; dan
d. tingkat kesulitan geografis Desa, jumlah penduduk Desa, luas

wilayah Desa; dan
Besaran ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dihitung berdasarkan:
a. Alokasi Khusus.
b. Alokasi Pemerataan; dan
c. Alokasi Formula.

(1)

(2)

(3)

(i)

(2)

(3)



(1)

{2t

{s}

(4)

t71

Bagiaa Kedua
Alokai Kh.ueus

Pasal 7

Alokasi Khusus sebagaimana dirnaksud dalam pasal 6 ayat {4} huruf
a, diberikan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala
Urusan/Kepala seksi /KepaJa Dusun, tunjangan BpD, insentif Rukun
Tetangga/Rukun warga, biaya penunjang pemilihan Kepala Desa di
luar APBD, tambahan operasional Desa sesuai dengan kategori
kesulitan wilayah serta hal-hal yang memerlukan perhatian khusus.
Alokasi khusus sebegaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan jumlah Perangkat Desa selain Kepala Desa dan
selrretaris Desa, jumlah BPD serta jumlah Rukun ?etangga
(RT)lRukun \Marga (R\M) pada tiap Desa.

Alokasi khusus untuk tambahan biaya operasional desa berdasarkaa
Kategori Kesulitan wilayah Desa dengan kategori sangat sulit dan
Ekstrim y.q4g ditetap@q dengan Keprrtuqq Bupati.

Hal-hal khusus tainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputj:

hr.dpsarkan pertimbangan kondisi
denganlukan perhatian khusus

penetapan pagu ADD.

Alokasi Pasal 6 ayat (4J

4..

b.

(U

(21 diberikanAlokasi
dengan

a. penghasilan tetap dan',,tunj€Lngan Kepala Desa dan Sekretaris
Desa; dan

b. biaya operasional rutin Desa.

Bagfan Keempat
Alchsi Foruula

Pasal I
(1) Alokasi forrnula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf

e dihitung berdasarkan data jumlah peaduduk, angka kemiskinan,
luas wilayah, dan indeks kesutitan geografis desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat Ql yeorrg bersumber dari keminterian
yang berwenang dan/atau lembaga yang merqrelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang statistik.

(2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (U dilakukan dengan menggunakan formula sebagai
berikut:
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W = [(0,25 xZl) + {0,35 x22) + (0,10 xZSl + (0,30 xZfll x (ADD
Kabupaten - AD Kabupaten)

Keterangaa:

W = Aiokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, Iuas wilayah, dan
tingkat kesulitan geografis Desa.

ZL = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk
Desa Kabupaten

22 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa KabuPaten

Z3 : Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa
Kabupaten

24: Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten

ADD Kabupaten = pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten
Alokasi Dasar ADD = besaran alokasi dasar setiap Desa dikalikan

(1)

BAB III
.. PENGALOKASIAN

: ,., pasal 1O

: ::.: .-a - it l:, .i 
I,

ADD untuk Kabupaten Barito selatan Tahun Anggaran 2A27

berjumlah Rp,,,,59.igg.234.7OO, (lima puluh sembilan miliyar dua
ratus Sembilari, pulutr tiga juta dua 'ratus tiga puluh empat ribu
tujuhratusrupiah}.:...:....'::il]:..].].].:..

Pengalokasian .ADE:r,:ltntukr--','aeasing-masing Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

/r)\lal

BAB TV

PEN(X}UNAAN
Pasal 11

(1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk
membiayai:

a. penyelenggaraarl pemerintahan Desa;

b. pelaksanaan pembangunan Desa;

c. pembinaan kemasyarakatan Desa;

d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan

e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

(2) Penggurtaxr ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diprioritaskan untuk penghasilan tetap Kepaia Desa, Perangka-t Desa
dan lembaga Desa.

(3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
rincian sebagaimana tercantum dalarn Larnpiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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(2)

(3)

lel

BAB V
PENGA"'UAIT & PEIIYALI'RAN

Bagian kesatu
Umum

Pesal 12

Penyediaan dana ADD dalam APBD dianggarkan oleh DSPMD.

Rekening Pemerintah Desa dibuka di Bank Ralqyat Indonesia Cabang

Buntok.
Kepala Desa mengqiukan permohonan penyaluran ADD Kepada

Bupati melalui DSPMD Cq. Tim Fasilitasi dan Pembina ADD Tingkat
Kabupaten melalui Camat selaku penanggungiawab Tim Fasilitasi
dan Pembina Kecamatan.

Eqlau l(edua
!fic PeqgqfueP

l:{g

(U

(2)

(3)

(4)

Desa terlebih dahulu
Kecamatan.

(5)

Tim Verilikasi

SP2D
yang

Pasafl 14

(1) Pemerintah Desa wqiib melakukan verifikasi terhadap kelengkapan
dokumen persyaratan pengajuan penyaluran dan dokumen
pertanggungiawaban ADD per taha-pan penyaluran.

(2) Kepala Desa. bertanggungjawab secara formil dan materiil terhadap
dokumen persyaratan pengqirran penyaluran dan dokumen
pertanggungi awaban ADD .

(3) Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa selaku koordinator' ' PPkD unfi-rk melakukan proses verifikasi terhadap kelengkapan
dokumen persyaratan pengajuan penyaluran dan dokumen
pertanggungiawaban ADD.

(4) Dalam melakukan verilikasi Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD

dapat dibantu anggota PPKD lainnya yaitu Kepala Urusal Keuangan

serta Kepala Urusan dan Kepala Seksi lainnya-
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(5) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen

persyaratan pengajuan penyaluran meliputi;
a. surat perrnofrln"r, p"rry"lrrt rt ADD per tahapan dari Kepala Desa

kepada BuPati melalui earnat;
b. laporan realisasi keuangan dan kehraran (autpufi ADD tahap

sebelumnya dilampiri dengan Tata Usaha Keuangan Desa (TUKD)

dilampiri dokgmentasi bempa foto berwarna progres realisasi fisik

kegiatan;
c. surat Keputusan Bersama antara BPD dengan Ke-pala Desa

tentang Pirsetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa

Tahun Anggaran 2A2L pilengkapi Berita Acata dan daftar hadir

rapat) ;
d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa;

e. kelengkapan Dokumen AP-BDesa berupa pri\Lt ant dad,r Aplikasi

Siskeudes Yang terdiri dari:
1. Peraturan Deea APBDesa;

2. Pefatur,qq KeF,gl4,,De iabara4. &P,EDesa;

3. Pc.iA AFBD€ga;.',',' '',,","',: i'. 'r '-" ' :

4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa;

S. ningkasan APBD'; pgr:S r daaa khususnya ADD Tahun

6. Rencana
Rencana
tbto copy
terakhif; .,

prir* out Rekening Koran

h.

1.

surat aa*&pala Desa untuk mengelola

ADD per 1S'@0,=) diketahui Cama! dan

f.
o

surat

dan

Kas Umum (BKU)

(7) Bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf
b, antara lain:
u. p"tj*tanan Dinasl Pendidikan lfilat fDiklat] keluar daerah,

kelengkaPannya:
1. surat undangan/ Permintaxq
2. Surat T\.rgas;

3. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
4. rincian rencana biaYa;

5. kuritansi Non carbon Reqired (NcR)/Aplikasi pembayaran;

6. bukti transport berupa sewaf carter/ojek (fotocopy surat

Tanda Nomor Kendaraan, surat lzin Mengemudi, lrvvitansi

pembayaral d.an foto dengan alat transport yang digUnakan);

7. biaya penginapan berrrpa nota,, kuritansi penginapan/hotel;

8. kuritansi biaya kontribusi bimbingan teknis dan foto saat

bimbingan teknis; dan

' , SPJ Penggunaan ADD tahaP
(L*daterai RP 10.000,-) diketahui



3.
4.
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9. laporan pe{alanan dinas (memuat Tr:juan perja}anan dinas,
hasil dari perjalanan dinas).

Pembayaran honororium dileugkapi dengan lampiran:
1. surat Keputusan Kepale Desa tentang Fengangkatan ke dalam

suatu Jabatan;
2. Peraturan Desa/ Surat Keputusan Kepala Desa tentAng

besaran Honorarium;
daftar tanda terima honorarium; dan
laritansi/ bukti lain yang sah yang bertanda tangan oleh
perwakilan penerima honor.

Sosial/bantuan keuangan dilengkapi

(NCR)/ yang ditandatangani
dana fditandatangani di atas

[idaa''Kepala Deaa; dan

{iiinum,}rarian kantor dilengkapi

sah dan dicap
makan dan

Pembayaran biaya makan dan minum rapat ditengkapi dengan
Iampiran:
1. laritansi/bukti lain yang sah bertanda tangan dan di cap

stempei oleh pihak ksriga yang meayediakan jasa makan dan
minum kegiatan;

2. aota barang ditnrbuhi stempel pihak ket{ga yaag menyediakan
jasa makan dan nrinum kegiatan;

3. dokumentasi barang daa kegiatan;
4. bukti pemotongan dan penyetoran peiak;
5. dsftar hadir; dan
6. notulen rapatlberita acara rapat.
Pembayaran biaya pengadaan barang pakai habis kantor
dilengkapi dengan lampiran:
1. louitansi/bukti lain yang sah bertanda tangan dan di cap

stempel oleh pihak ketiga yang menyediakan jasa penjualan
barang pakai habis kantor atau yang sejenis;

c.

2.

3.

d.

e.
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2. nota barang dibubuhi stempel pihak ketiga yarrg menyediakan
jasa penjualan barang pakai habis kantor atau yffiLg sej,enis;

3. dokumentasi baraag;
4. bukti pemotongan dan penyetoran pajak;
5. surat permohonan ke Kepala Desa; dan
6. apabila jumlah barang dan toko tempat membeli lebih dari

safu toko terlampir daftar rekapitulasi jumlah pembelian
barang disertai harga,

Pembayaran biaya pengadaan barang sarana dan prasarana
operasional kantor dilengkapi deagan lernpiran :

1. faktur pembelian barang {untuk jenis pengadaan kendaraan
dinae roda 2 dan a);

2. surat pes€rnan (untuk jenis pengadaan kenderaan dinas roda
2 dart al;

3. kwitansi/bukti lain yang sah bertanda tangan dan di cap
stempel o19h pihak ketiga yang menyediakan jasa pengadaan
barang;

4. notb.,'b*ang dibubuhi stempel pihak ketiga yang menyediakan
jasa pengadaan barang;

5. dokumentasi,barang;,' :':'',-'.;

Pertambahan Nilai

kepada

sewa :alat dilengkapi dengan

3. kwitansilbukti,'iaih''ymg sah bertanda tangan dan di cap
stempel oleh flhak ketiga yartg meayediakan jasa sewa barang;

4. nota barang dibubuhi stempel pihak ketiga yang menyediakan
jasa sewa barang;

5. dokumentasi barang;
6. bukti pemotongan dan penyetoran pajak;
7. surat pemeriksaa.n barang;
8. surat serah terima barang; dan
9. surat penunjukan dari Kepala Desa kepada penerima

/pengguna barang.

i. Bukti pembayara"n pajak kendaraan dinas dengan dilengkapi
lampiran:

1. kuritansi;
2. bukti setor pAialc;
3. foto Surat Tanda Nornor Kendaraan (STNK); dan
4. foto kendaraan.

j. Biaya servis kendaraan dinas dengan dilengkapi lampiran:
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1. kwitansi;
2. nota perincian; dan
3. foto kegiatan.

k. Pengadaan Barang
1. nota /faktur Pembelian Bahan/B*arg;
2. surat pesanan barang;
3. Surat PenyerahxrBarang ( BAST) bermaterai;
4. foto barang yg dibeli/ diadakan;
5. kwitansi Toko /Aplikasi; dan
6. bukCi Pdak ( Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan).

1. Rapat
1. undangan rapat;
2. catatan hasil rapat (Notulen);
3. daftar hadir rapat;
4. foto de-lmrmentasi rapat;
5. pffi aaarah untuk pengadian'il ,minum rapat.

.

m. Unirrk Pengadaani Pembqngunan Fisik

B'ahan /Barang;

5. surat
5. icwitaaslFern
7. foto:ba"r& ::.. ::

"-50CI;6. 
75a/o dan LOOo/o;

: .,:.,. ,ti:,,':i :._:tl:iiiiii?rr- *i;::i*:' _:'-' 
,: ,9. Berita.A :Se,r P.ekeijaan dari Pelaksana Kegiatan

tce Xe .dan, , .," .. ,

1O. Pqjak Feftqprbahan Nilai trryaan Pqiak Penghasitan (PPh).

Sekretaris Desa membuat'tr-embar pernyataan TELAH DIVERIFIKASI
dengan membubulikanlstempl, dan tanda tangan Sekretaris Desa
dan dalam lembar pernyataan tersebut harus dijelaskan bahrva
proses verifikasi telah dilatn:kan terhadap keleagkapan dokumen
persyaratan penga,iuan penyaluran serta kelengkapan dan keabsahan
dokumen pertanggungiawaban (SPJ) .

Setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selanjutnya Kepala Desa
mengesahkan dokumen persyaratan pengajuan penyaluran dan
dokumen pertanggungiawaban ADD.

Kepala Desa menyampaikan permohonan dilampiri dokrrmen
pengajuan penyaluran setiap tahapan kepada Camat untuk
dilakukan veri{ikasi.

ksal 15

(1) Camat wajib melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan
pengajuan penyaluran dan dokumen pertanggungiawaban ADD yang
disampaikan oleh Kepala Desa per tahapan penyaluran.

(8)

(e)

(10)

1. Ra.rrc

2. Gambar;tlr..
3. nota tol#l"
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(21 Camat melalui Tim Pendamping kecamatan melakukan veri{ikasi
terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan penyaluran
serta kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti pertanggungi;uraban
pengunaan ADD yar.'tg disampaikan oleh I{epala Desa.

(3) Verilikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen
pertanggungiawaban penggunaan ADD sebagaimana dirnaksud pada
ayat {21 sesuai tahapan.

(4) Hasil verifikasi selanjutnya dituangt<an dalam Berita Acara hasil
veri{ikasi.

(5) Kelengkapan dokr:rnen yang diverifikasi disesuaikan dengan
persyaratan per tahapan peayaluran yaitu tahap I, II dan III.

(6) Dokumen persyaratan pengqiuan penyaluran dibuat secara terpisah
dengan dokumen pertanggungiawaban.

f,7l Dalam hal setelah hasil verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan
dokumen persyarataa peneaj uan penyahran dinyatakan belum
lengkap;1.:rnaka ?E4q dikemb .,,,ke.pqoa Kepala Desa untuk
dilengkapi/ dipenuhi.

persyaratan pengajuan
eamat menyarnpaikan
pengajuan penyaluran

meneliti kelengkapan

(3) Setelah

Dalam hal setelah diteliti oleh DSPMD dokumen persyaratan
pengajuan penyaluran dinyatakan belum lengkap, mata berkas
permohonan akan dikembalikan kepada Kepala Desa untuk
dilengkapi.

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran {SPP} dan Surat Perintah
Membayar (sPM) sebagaimana dimaksud pada ayat tg), Kepala
BPKAD sela-lnr PPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana
(sP2D) dan Pemindah bukuan Rekening dari RKUD ke RKD untuk
menyalurkan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan surat Perintah Membayar tspM) ya.ng benar, sah dan
lengkap, BPKAD menerbitkan surat perintah pencairan Dana {sp2D).

Berdasarkan surat Perintah Pencairan Dana (sp2D) sebagaimana
dimaksud pada ayat {6) BPKAD memerintahkan Bank persepii dalam
hal ini Bank yang telah ditetapkan untuk memindahbukukan dana
ke RKD.

(1)

(2t

{4}

(s)

(6)

(71
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hsal 17

Setelah ADD masuk ke RKD, Pernerintah Desa melai<ukan penarikan
dana sesuai dengan Rencana Penggunaan Daurra (RPD) yang sudah
ditetapkan, dengan dokumen cek yang dibubuhi tanda tangan oleh 2
(dua) orang yakni Kepala Desa Selakr"l Pengguna Anggaran dan
Bendahara Desa dihadapan petugas Bank.

Setelah Bendaleara Desa menreriffa. daoa sesuai kebutuhan, pada
hari itu juga langsung diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan dengan
bukti tanda terima sementara untuk kemudian dilaksanakan sesuai
rencana yNE terluang dalam Rencana Anggaran Biaya.

Terhadap pembayaran yffry telah dilakukan, selanjutnya Bendahara
Desa meldeqlcan peneatatan p€&getruaran.

Bendahara Desa dapat menyimpan uang tunai dalam Kas Desa
paling banyak Rp. 5.OOO.OOO,- (lima juta rupiah) dalam rangka
memenuhi kebutuhan operasioaal Pemerintah Desa.

(2t

(3)

(4)

, , ,,,, B rcEgE. -

Tehap1t,,.{ai: Syarat hn5raluran

a.

b.

c.

pada selesai

pada dimuiai pada

(U Penyaluran ADD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf
a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan permohonan
penyaluran kepada Bupati melalui eamat dengan melampirkan
persyaratan:
a. surat permohonan penyaluran ADD tahap I T'ahun Anggaran

2021 daxTKegala Desa kepada Bupati melalui Camat;
b. laporan realisasi pengguaaan ADD sarnpai dengan tahap III tahun

2O2O yang diambil dari aplikasi Sistem Keuangan Desa
{siskeudes} dalarn bentuk cetak dilampiri photo berwarna
dokumentasi pelaksanaan kegiatan;

c. lernbar pernyataan veri{ikasi kelengkapan dolarmen persyaratan
pengqiuan penyaluran Tahap I Tahun 2A2L;
lernbar pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahnn
dokumen pertanggungiawaban Tahap III Tahun 2O2O;

lraporan SiLPA ADD Tahun 2A2O fiika memiliki SILPA);
Surat Keputusan Bersama antara BPD dengan Kepala Desa
tentang Persetujuan Penetapan Psraturan Desa tentang APBDesa

d.

e.

f.
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h.

i.
j.

trol

Tahun Anggaran 2a2l (dilengkapi Berita Acara dan daftar hadir
rapat);
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa;
Kelengkapan Dokumen ApBDesa berupa print 6uf dari Aplil*asi
Sistem Keuangan Desa yang terdiri dari:
1. Peraturan Desa APBDesa;
2. Perabran Kepa1a Desa Penjabaran ApBDesa;
3. Penjabaran APBDesa;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKp) Desa;
5- Ringkasan APBDes per surnber dana khususnya ADD Tahun

2O2L; dan
5. Reneana Anggaran Biaya {RAB}.
Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I Tahun 2AZl;
foto copy Rekening Kas Desa darrr print out Rekening Koran
terakhir;
surat.pgrnJ.€r-.t&?4 kebenaraq laporan spJ pengunaan ADD tahap
Tahap ,'.Il[r',,'ip -lxr 2o2o dari Kepala Desa diketahui camat
(bermaterai Rp 1O.OOO,-);

surat perny,atga$ kesanggupq4 4; Kepala Desa r.mtuk mengelola
ADD'T '?"hq} za?l dftetarru' earnat ibermaterai Rp

m. Berita Acara
Tim,Fasili i
Kepala r,D€ a, seffi"'diketahui oleh Tim Fasilitasi

kepada

a. permohonan pgnyaluran ADD tahap I oleh Kepala Desa;
b. rekomendaoi Camat;
c. laporan r@sasi.renqgqS3 sarnpai dengan tahap III tahun

2o2o yang diafirbii dari'.'r aplikasi sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) dalam bentuk eetak dilampiri photo benraraa
dokumentasi pelaksanaan kegiatan;

d. laporan hasil monitoring dan evaluasi rim pendamping
Kecamatan pelaksanaan ADD Tahap III Tahun 2OZO;

e. laporan SiLPA ADD Tahun ZA2A fiika memiliki SILpA|;
f. Berita Acara hasil veri{ikasi kelengkapan dokumen persyaratan

pengajuan penyaluran ADD Tahap I Tahun 2O2L;
g. lembar pengesahan sPJ {dibuat oleh Kepala Desa diketahui

eamati;
h. surat pernyataan kebenaran laporan spJ pengunaan ADD tahap

Tahap III Tahun 2CI2o dari Kepaia Desa diketahui camat
{bermaterai Rp 1O.OOO,-};

i. Kelengkapan Doktrmen AptsDesa berupa ^pnnf 6df dari Aplii<asi
sistem Keuangan Desa yang terdiri dari:
1. Peraturan Desa APEDe*a;
2. Peraturan kepalaDesa Penjabaran ApBDesa;
3. Penjabaran APBDesa;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKpl Desa;

k.

l.

(2t
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5. Ringkasan APBDes per sumber dana khususnya ADD Tahun
242L; dan

6. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
j. Rencana Penggunaan Dana tahap I ditampiri Rancangan

Anggaran Biaya {RAB};
k. foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Kgran

terakhir;
1. surat pernyataan kesanggupan dari Kepala Fesa untuk mengelola

ADD Tahap I Tahun zozl diketahui camat {bermaterai Rp
1O.OOO,-); dan

m. Berita xr;ara Posting APBDes Awal yang sudah dilakukan melalui
Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten yang di tanda tangani oleh
Kepala Desa, Ketua BPD serta diketahui oleh Tim Fasilitasi
Kabupaten.

(3) DSPMD selanjutnya memeriksa dan melakukan validasi dokumen
dengan memperhatikan sebagai berikut :

a.
b.
e.

kesesUd,RcaHeasi Fei'? epafl;
kesesrraian, Realisasi.. ,Bul<u. kd Umum;
pemoton . iak yaitu pemot6ngan pqiak pertambahan Nilsi

(4)

{PPhJl2X,, Pajak Penghasilan (PPh} 22,
dan PCjak 23, dalam hai ini sudah memenuhi
kriteria fdengan lcegiatan dan pembebanan
biaya yang' lah

y,+ag telah di setorkan; dan

Perintah Uemb#gr..{S t',,untut Oiteruskan ke BpI(AD agar diproses
lebih lanjut. . .;'1.:",.1 ,.',,

,]
t 

,, 
t 

;;;

(1) Penyaluran ADD tahap 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan permohonan
penyaluran kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan
persyaratan:
a. surat perrnohonan pea3raluran ADD tahap II Tahun Anggaran

ZOZL dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
b. laporaa realisasi penggunaan ADD sampai dengan tahap I Tahun

2a2l yang diambil dari aplikasi sistem keuangan Desa
{Siskeudes} dalam bentuk cetak dilampiri photo berwarna
dokumentasi pelaksarraan kegiatan;

c. lembar pernyata.an verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan
pengajuan penyaluran ADD Tahap II Tahun 2OZt;

d. lembar pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
dokumen pertanggungiawaban ADD Tahap I Tahun ZOZI;

e. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dilampiri Rencana Anggaran
BiaSra (RABI;
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f. foto copy Rekening Kas Desa dan prhd aut Rekening Koran
terakhir;
surat pernyataan kebenaran laporan sPJ pengunaan ADD tahap I
Tahun 2o2L dari Kepala Desa diketahui carnat
(bermaterai Rp 1O.OOO,-); dan
surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola ADD Tahap II
Tahun 2o2L dari Kepala Desa diketahui camat {bermaterai Rp
10.000,-).

(2) camat mengqiukan usulan penyaruran kepada DSMPD, dengan
kelengkapan dokumen sebagai berikut:
a. permohonan penyaluran ADD tahap II oteh Kepala Desa;
b. rekomendasi Camat;
c. Iaporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan tahap I Tahun

2o2L yang diambil dari aplikasi sistem Keuangan Desa
(siskeudesl dalarn benhrk cetak photo ber-warna
dokumentasi petaksanaan kegratqn;

d. Berita Acara hasil monitoring d; evaluasi rim pendamping
kec tan terhadap prfatp,Arlaan ADD *fr"p I tahun 2O2l;

e. Berita Aeara hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan
pengqiuan' :F

i ktlqqskaparr dan keabsahan gpJ
ADI.) ffi4p.,} ii'cop]a bukti setor pajah

g. lembar pen oleh Kepala Desa diketahui
Camat);

h. surat lapqi SPJ pengunaan ADD tahap I
Tahun Kepala ,Desa diketahui Camat
(berraater#ft8

Itr=-dilampiri Rencana Anggran

ob.

h.

1.

J.

k.

foto copf i!{gs"D..q d* print out Relrening Koran
terakhir; Aan.,ti:,i '.-..J;j'-r .,

surat pernyataan tiesanggupan untuk mengelola ADD Tahap II
Tahun 2o2L dari Kepala Desa diketahui camat (bermaterai Rp
10.ooo,-).

t3l DSPMD selanjutnya memeriksa dan melakukan vaiidasi dokumen
dengan memperhatikan sebagai berikut :

a. kesesuaian reaiisasi Per Tahapan;
b. kesesuaian realisasi dan Buku Kas Umum (BKU);
e. pemotongan Fajak yaitu pemotongan Fajak Fertambahan Nilai

(PPN), Paiak Penghasilan (PPhl Zt, pajak penghasilan (pphl 22,
dan Pajak Fenghasilan {Pph} 28, dalam hal ini sudah memenuhi
kriteria pemotongan sesuai dengan kegiatan dan pembebanan
biaya yang telah di laksanakan;

d. kesesuaian bukti setoran pdak yang telah di setorkan; dan
e. ougrut Fisik Dana Desa.
Apabila dokumen dinyatakan lengkap DspMD melalui bendahara
pengeluaran DSPMD secepahrya memproses permohonan tersebut
agar menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (Spp) dan Surat

i:riii

1."

(4'.l,
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Perintah Membayar {SPM} untuk diteruskan ke BPKAD agar diproses
lebih lanjut.

ksl Gl
(U Penyaluran ADD tahap 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

huruf c dilakukan seteiah kepaia Desa menyampaikan permohonan
penyaluran kepada Bupati melalui Camat dengirn melampirkan
persyaratan:
a. surat permohonan penyalurarr ADD tahap III Tahun 2A2l dari

Kepala Desa kepada Bupati melaliri Camat;
b. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan Tahap II

Tahr.ln ?AZL yang diambil dari aplikasi Sisterfl Keuangan Deea
(Siskeudes) dalam bentuk cetak dilampiri photo berwarna
dokumentasi pelaksanaan kegiatan;

c. lembar pernyataan verilikasi kelengkapan dokumen persyaratan
pen fly.s{uqe4r1{pB T-qlrap,III Tahun ?OZL:

d. lem " pemyataau rerifikasi kelengkapan dan keabsahan
dokr-rmen pertaoggq+€i'awaban'ADD Tahap ii Tahun 2O2L;
Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap m AiUmpiri RAB;
foto copy,.Rekening Desa..dan pq-int out Rekening Koran

t2) Camat mengajukan usula:l, pgnyatur,an kepada Bupati melalui Kepala
DMPD, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
a. permohonan penyaluran ADD tahap ili oleh Kepala Desa;
b. rekomendasi Camat;
c. iaporan realisasi penggunaan ADD sarnpai dengan Tahap iI

Tahun 2A2l yang diambil dari aplikasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes| dalam bentuk cetak dilampiri photo berurarna
dokumentasi pelaksan€Eu1 keg1atan;

d. Berita Acara hasil monitoring da.n evaluasi Tim Pendamping
kecamatan terhadap pelaksanaan ADD Thtrap II Tahun za?l;

e. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan
penyaluran ADD Tahap III Tahun 2O2l;

f. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPJ
ADD Tahap II Tahun 2A2l dilengkapi copy bul*i setor pqiak;

g. lembar pengesahan SPJ (dibuat oleh Kepala Desa diketahui
Camat);

h. surat pernyataan kebenaran laporan sPJ pengunaan ADD tahap
II Tahun 2O2l dari Kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp
10.ooo,-);

e.

f.

h.

surat perrr laporanr SPJ pengunaan. ADD tahap
II Tahun,-' ari Kepala Desa diketahui Camat
(bennater(bermaterai Rp 1O,0O0,r; d$t
surat pe aan kesang$*pan untuk mengelola ADD Tahap III
Tahun,2ort*',aarl,xep*a peo dik.tahui camat fbermaterai Rp
lnnnn-\ ,t . l1O.OO0,-). , ,,',
BeriH Ae st*ng ArpDes e:rrat y**s sudah dilalrukan melalui
Tim Fasi'H,t*$irl gli"i k"Uupaten yang di tanda tangani oleh
Kepala oe *atua",B 'serta diketahui oleh rim Fasilitasi
Kabupatei.'"':iii'....,. . . .. 

: r'
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i. Rencana Penggunaan Dana tahap III dilampiri Rencana Anggaran
Biaya (RAts);

j. foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran
terakhir;

k. surat pernyataan kesanggupan untuk mengetola ADD Tahap III
Tahun 2A2l dari Kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp
10.000,-); dan

1. Berita Acara Posting APBDes A$raI yang sudah dilakukan melalui
Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten yang di tanda tangani oleh
Kepala Desa, Ketua BPD serta. diketahui oleh Tim Fasilitasi
I(abupaten.

(3) DSPMD selanjutnya merneriksa dan melakukan validasi dokumen
dengan mernperhatikan sebagai berikut :

a. kesesuaian Rea-lisasi Per Tahapan;
b. kesesuaian Realisasi dan Buku Kas Umum {BKU);
c. pemotorrgan pajak yaitu pemotongq4 Fqiak pertambahan Nilai

(PPN), Pqiak Penghasilan (Pphl Zl, pajak penghasilan (pphl 22,
dan,,Pqiak Penghesilarr (PPh) 23, dalam hal ini sudah memenuhi
kriteria pemolgr4g4nr sesuai dengan kegiatan dan pembebanan
biaya yang telah di laksanakan;

d. kesesuaian',bf ki {,{ 
r,telan di setorkan; dan

,',. . ,. ''1', ,1

e. outputFisik D

L}tjT'I\llIJ

,

t:

Pasat 23
: '.r r:: t:a: :.-tr: ri::i: I i I I : i l: l.::;: ,i,.a::rl !:tit-:, : i:t:'t:::::rr,.l

Format dokumen persy*iiffiiperryatur"r, ADD sebagaimana. tercantum
dalam t ampiran IIi yang **tup*kar, bagran tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini, terdiri dari:'

a. forraat Lembar Pernyataafi Verifikasi Kelengkapan Dokumen
Persyaratan Pengajuan Penyaluran ADD oleh sekretaris Desa;

b. format I"embar Fernyataan Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan
Dokumen Pertangungiawaban Oleh Setrrretaris Desa;

c. format Surat Permohonan Pengajuan Penyaluran ADD Dari Kepala
Desa Kepada Bupati Melalui Camat;

d. format Berita Acara Verilikasi Kelengkapan Dokurnen Persyaratan
Pengajuan Penyaluran ADD ;

e. format Berita Aeara Hasil Veri{i"kasi Dslrumen Pertangg.rngiarraban
Penggunaan ADD;

f. format Laporan Hasii Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Peiaksanaan
Kegiatan ADD;

g. format Surat Pengembalian Berkas Permohonan Penyaluran Dan
Persyaratannya;
format Surat Pernyataan Kesanggupan Mengelola ADD;
format Surat Pernyataan Kebenaran Pertanggungiawaban ADD;

h.
i.



j.
1-
l1..

1.

Itl.

n.
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format Rekomendasi Camat Penyaluran ADD Tahap I;
format Rekomendasi Camat Penyaluran ADD Tahap II;
format Rekomendasi Camat Penyaluran ADD Tahap III;
nota Dinas Permohonan Penyaluran ADD;
format Laporan realisasi Penggunaan ADD;
format Lembar Pengesahan Surat Pertanggungiawaban (SPJ) ADD;
format Laporan SiLPA Tahun 2O2O;
format Reneana Penggunaan Dana {RPD);
format Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa Dengan BPD;
format Surat Keputusan BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan

u.

p.
q.

r.
s.

t. Contoh-contoh format SPJ:
1. format daftar hadir/absen pekerja;
2. format Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);

3. format Surat Perintah Tugas {SPT);
4. format Laporan Perjaianan Dinas;
5. format Rencana Biaya Perjalanan Dinas;
5. iormat Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan;
7 . format,Surat Perintatr,,Ferb-a|@ Barang Unit; dan
8. format Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

(1) Bag Desa y g, l RF.J,,,},!1De$a karena tidak ada Kepala
RPJM Deea sebelumnya dan/atau
tl.dalam musyawarah Desa.

se tidak dapat melaksanakan
pe-ngqiuan, permohonan penyaluran

,.,, :: r:i:.: :.:t:aai!L:::a:.,.:::._a:,.:::il

Desa, maka dapat fixeaggr

draf RPJM Des*fang:&bh

i2) Apabitra Kepala sa
tugas dan 'kew$

Peraturan Peruh g-U 
:

(3) Dalam rrrr r"p*rirB@*;*;#4"D""r" atau Penjabat Kepala Desa
sebagaimana maksud " tp.d* ayat l2l berhalangan, maka untuk
mengajukan permohonan penyaluran ADD dilakukan oleh Camat.

ADD sebagai -Paqd,,l4 ayat (1Oi ditandatangaai,, 'oleh Sekre@i$ D--esa, atau Penje'bat;r.,I{epala Desa sesuai dengan

BAB VI
PEI,APORAIT DAIT PERTAITGGUII&'ATTASAN

Eagian Kesatu
Pelaporaa
Pasal 24

(U Bentuk pelaporan kegiatan APBDeS yang dibiayai dari ADD adalah:
a. laporan Realisasi ADD per tahapan meliputi; Tahap I, Tahap II dan

,Tr^l-^- rrr- l^-rarrt1P rll, tlti.Il

b. laporan Akhir yang dibuat pada akhir tahun anggaran yang
memuat realis&si fisik dan keuangan.

(21 Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD per
tahapan kepada Camat, DSPMD dan BPI(AD.

(3) Kepala Desa menyal;rryailranr laporurt aktrir laporan konsolidasi
realisasi penyaluran dan penggunaan ADD kepada Bupati melalui
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DMPD paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran
berikutnya.
Dalam hal kepala Desa tidak atau terlarnbat menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (L) huruf a dan huruf b, Bupati
dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disarapaikannya
laporan realisasi dimaksud.

Bnglan Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 25

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD, meliputi:

a. Pertanggungiawaban dan peiaporan ADD ierintegrasi dengan
pertanggungiawaban APB Desa, sehingga bentuk

(U

pertanggungjawabannya adalah pertanggungiau,aban ApB Desa;

b. Pe{gp, lrqgigur,ab.4q,.d.Lp.gat..setiap,.,, tahapan penyaluran ADD
Tah ,. grr*r, 2Ai 

-L2 
meliputi tahap I (gO%), tahap II (4O%),

tahap III (SOYo); ,, ,. , : : ,

c.

d.

e.

f.

dokumen Surat
dari dokumen

bukti-bukti pendukung

transaksi yang diberi nomor

dilengkapi dengan bukti

sPJ menrpakan dokumen yang sudah diverilikasi di Desa
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1).

Desa wajib rnenyimpan dokuncen sPJ ADD yang asli menurut tahapan
penyaluran setiap tahun dan wqiib mengarsipkannya selama 5 (lima)
tahun.

camat wajib untuk menyimpan copy dokumen spJ ADD menurut
tahapan penyaluran setiap tahun dan wajib mengarsipkannya selama
5 (lima) tahun.

ksat 26

Kepala Desa ruajib mernbuat pertanggungiawaban dan pelaporan
tentang ADD setiap akhir kegiatan sebagai persyaratan untuk
pencairan tahap berikutnya.

setiap Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang berakhir masa
jabatannya wajib membuat $urat Pertanggungiawaban dan pelaporan
tentang ADD dan disampaikan kepada Kepala Desa yang baru
dilantik.

D'

tzt

(3)

(41

(1)

(2t
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Bagr Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang berakhir masa
jabatannya apabila tidak membuat/menyarmpaika*r surat
Pertanggungjavtaban dan Pelaporan tentang ADD maka tetap menjadi
tanggung jawabnya dan Kepala Desa yang baru agar segera
meny€unpaikan Laporan kepada Bupati bahura Surat
Pertanggungiawaban dan PelaporErn tentang ADD sebelumnya tidak
dibuat/disampaikan.

Kepala Desal Fejabat Kepala Desa yang berakhir ma.sa jabatannya
apabila tidak membuat/menyampaikan Surat Pertanggungiawaban
dan Pelaporan tentaflg ADD pada saat menjabat dilakukan
Pemeriksaan khusus oleh Inspelrtorat Daerah.

Dalarn hal hasil pemeriksaan Inspei<torat Daerah sebagairnana
dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa sebelurnnya belum
mempertanggungiawabkan keuangan desa dalam periode masa
jabatannya, Kepala Desa yxry baru dilantik dapat menyustrn APBDes
dengan m.e-mger.hadhan.keteatua4 .pe.rund44g-undangan.

DAIt,Ett LUASI

ADD dilakukan kegiatan
e4iang oleh Kepala Desa, Ceunat

IA\
t'r,

(sl

(21 Kegiatan lunqr*k,,,rnengetahui kesesuaian dan
ketepatan antaria dengan hasil (otttptt\ kegiatan di
lepangan.

(3) Kegiatan ''!i,{tujuan unrut< melihat tingkat keberhasilan
perencanaan, penganggaran,

(4i Pelaksanaan monito#gdrna evaluasi terdiri dari :

perencanaan;
pelaksanaan;
penyusunan kertas kerja;
pen5rusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut;
penyampaian hasil dan rekomendasi monitoring dan evaluasi;
dan
pemantauan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.

BAB VIII
PEMBIITAAIY I'AIT PEITGAITASAIT

ks&l 28

{1) Pemerintah Daerah dan Kecamatan melakukan pembinaan
pengawasan pelaksan€uur ADD sesuai keq/enangannya.

a.
b.

c.

d.
e.

f.
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(2) Pembinaan dilakukan oleh Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat
Kabupaten dan Qapat melalul Tim Pegldarnplrlg Tiagka! Keeamatae,

(3) Pengawasan dilakukan oleh Badan Permusyawatatan Desa dan
Inspektorat Daerah.

(4) Dalam hal hasil pengawasan Inspelrtorat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat {3} ditemukan penyimpangan atau
penyalagunaan ADD, maka pengembalian kerugian disetorkan ke
Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 29

(U Tirn Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimaria dirnaksud dalam Pasal
28 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

{21 Tim Fasilitasi Tinskat Kabupaten terdiri atas unsur;

a.
b.
c.

d.
e.

(3i rim
a.

b.

Fasilitasi,fiii
melaksan*aa
informasi tentan

Inspektofat Daerahi , '

BPKAD; , ,1 '-...t''. ,,, .i' '. 
t i 

i

"':' i ' :l :

DSPMD; darr,,..-;i 1'

Perangkat Daerah

c.

d.

ya.
mernp-unyai tugas sebagai berikut:

l.uas ,akan keb[iakan, data dan

mcnitoring dan evaluasi
pelaksa$q4rq.''.'g,p, p,':'.ber,qqtqp,,.deag3q Tim Pendamping Tingkat
Kecamatan delam eetiap proses lahapan kegiatan;
melakukan i *i pqmecqh,,+#fiasalah berdasarkan pengaduan
masyarakat ;fu #h.k iainaya dan mengkoordinasikan kepada
Inspektorat Daei*;.dan

f. taemberikaa laporan kemqiuan desa dalam neagetrola ADD kepada
Bupati.

&*eI 0o
(1) Tim Pendamping Tingkat Kecantatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat {2} ditetapkan dengan Keputusan Camat.

l2l Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terdiri atas:

a. Camat sebagai Penanggung Jawab;
b. Sekretaris Camat sebagai Ketua; dan
c, Kepala Seksi/Kepale Urusan sebagai anggota.

(3) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai
berikut:
a. membantu Carnat melaksanakan evaluasi Rancangan APBDes

dalam hal kewenangan evaluasi APBDes dilimpahkan kepada
Camat;
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memberikan bimbingan teknis kepada Tim pelaksana Tingkat
Desa;
melakukan verilikasi terhadap permohonan penyaluran ADD yang
di4iukan oleh Kepala Desa kepada Bupati; dan
memberikan laporan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat
Kabupaten, berupa lapor'an rekapitutrasi seluruh laporan tingkat
Desa di wilayahnya.

BAB IX
KE-TE.NTUAIY TAIIV-UUil

Pasal 31

(U Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa ADD Tahun
2a2o di RKD dengan Bupati melalui DSPMD paling larnbat minggu
keempat bulan Januari 202t.

(2t I€bih Perhitungan
menyetorkan dana

b.

d.

{31 siLPA
Tahun
Dnonav4v-

(U

berlaku untuk ADD
disalurkan di Tahun

(4)

(s)

dilakukan

maka penyaluran
nilai SiLPA yang

a. dokumen persyaratan pengqiuan tidak diterima sesuai dengan
batas waktu yang ditentukan;

b. setelah rnelalui tahapan verifikasi dokumen persyaratan
dinyatakan belurn memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

c. terdapat rekomendasi dari Inspektorat Daerah / Aparat penegak
Huhurn (4PI{} yeeg lBelakse$ckrc pq$t6nks&qn,

Dalam hal penyaluran ADD melewati batas waktu pengqjuan surat
Perintah Membayar (sPMl maka Aiokasi Dana Desa tidak dapat
disalurkan dan menjadi sisa anggara! di rekening Kas umum Daerah
dan tidak dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

(2t
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BJTB X
ffirEt?ui*fr PEil{rH$P

Pasal 33

Perahrra:r Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan-

Agar setiap orang nnengetahuinya, raemerintahkan penggadangall

Peratura:t Bupati ini dengan penenapatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Barito Selatan.

25 irebrrartr 2A2L

SELATAtrI,
')

rA SAffiSITru

BERITA DAERAH I(.I{BUPA?EN tsARITO SEI-ATAN ?AHUN 2CI2l hIOMOR 2

Ditetapkan di Bustok

fle,\TPP\{-o s€Y

Diundangkan di Buatok
35 pe:::r**'i:i 2A2l

BARITO SEI"ATAN,

gPt3e;

e\ ,/*,ft,*



LAUPIRAtr III
PERA"I'RAil BTIPATI BARITO SELITTAIT
IroMoR fr TArrrrN 2a2t
TEITTAIYG FATA CARA PEMBAGIAIT DANpEr{EtApAFr RIilCTAN ArOrmsI DAtrA
DESA SETUP DESA TAHITil AilccaRAN20/21 

'

l

l

BEIITI'K DAIT IsI MrI'UEIT TTNSVN]NETEil PEIYATURAIT
ALoKAsr Dar{A D+sA

A. FORMAT LEMBAR PERI{YATAAN **,",*!, KELENGKAPAN DOKUMENPERSYARATAN PENGAJUAN eEI{rALURAN *oS o1,B1r SBrnErARrs DESA



NO. URAAN DOKU}IEN PERSYARATAN
BERKAS KETER

ANGANADA TIDAK
ADA

9. Foto copy Rekening l{a.s Desa darr print out
Rekening Koran terakhir

10. Konsep Surat pernyataan kebeaaran l,aporar SRI
pengunaan ADD tahap sebelumrrya {bermaterai Rp
1O.OOO,-} dari Kepala Desa diket*hui Camat

11. Surat pernyataan ke*angupn unttrk mengelotra
ADD Tahap I Tainrn 2A?1 {bermaterai Rp1O.OOO,-}
dari Kepala Desa diketahui Camat

PERSYARATAX TAHAP II
1. Konsep surat pelryaluran ADE} tahap

II Tahun Anggarern 20121 dari Kepela Desa kepada
Bupati melalui Carnat

2. Laporan realisasi,ke, d "kelu ,,.{. '

ADD tahap I Tahun Anggaran WzL rtitampiri
dengan TUKD ffata Umha'K ,,Qgql', $erta
foto warna aoUrfne-stael.F s . ,.i'fsik

3.
4.

5.
pengunaan ADD tahail,;H
{bermaterai Rp 10.0Oe,* ..ff
Camat

6.

PERSYAR#TAT TAEAP III
1. Konsep surat prraohonan pnyaluran ADB talrap

III Tahun 2|i2L dari fspla Desa kepda Bupati
melaltri Carnat

2. L,aporan realisasi keuangan dan kehlaran fan{x*$
ADD tahap II Tahun 2021 dilarnpiri dengan 

"UKD(Tata Usaha Keuangan Desa) serta foto qrarna

dokumentasi progres realisasi lisik kegiatan
3. Rencana knggun*an Dana {RP}}
4. Foto copy Rekening Ifu$ Desa. darl print out

Rekening Koraa teral<hir
5. Kosep surat prnyataan kebenar.an Lapomn SPJ

penguna"an ADD tabap II Tahun Acggaran 2fi21
(bermaterai Rp 1O.OOO,-} dari Kepla Desa diketahui
Camat.



NO. URAIAN DOKUMEN PERSYARATAN
BERKAS

KETER
ANGANAT}A

TIDAK
ADA

6. Konsep Surat prnyataan kesangupan u*tuk
mengelola ADD Tahap IIX ?ahun ZO2l {bermaterai
Rp 1O.OOO,-} dari l(epala Desa diketahui Camat.

*) beri tands eentnqg {* p*A pilihaa 5reDS scsuat

Telah ditakui<an verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan
pengqjuan penyaluran ADD

Telah di verifikasi oleh,
Sekretaris Desa

Kaur Keuangan



B. FORMAT LEMBAR PER}TYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN

KEABSAHAN DOKUMEN PERTANGUNGJAWABAN OLEH SEKRETARTS DESA

LEMBAR PERI{YATAAN
VERIFIKASI DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD

TAHAP.... TAHUN

NO. URAIAN

BERI{ES

HASIT VERIFIKASI
KEABSAHAN/VALI

DITAS

LENGKAP
fiDAK

LE}IGKAP
SESUAI

TIDAK
SESUAI

1. Buku Kas Umrrm { t
2. Bukti pengeluaran {kuitansi

dilengkapi dokumen
pendukung seperti":aota,
falrtur, tanda terims, sqryt,
oesanan bara:a9.ff):,.t,,, -,,, -,'" '. ',. "

{ {

3. Bukti pernbayaran peiak '1l {

4. Laporan Rekeair-rg Kor&B ., {'l '. {

dan keabsahan dokumen

' l'

Telah di verilika-si:.,oleh,
Sekretaris Desa"-,.

Kaur Keuangan



C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENYALURAN ADD DARI KEPALA
DESA KEPADA BUPATI MEI,ALUI CAMAT

PEUERI!5TAII NABI'PITTE"T BARI?O STLITTAN
I(EC"frHAfLil .r..1........

DESA*---
Alamat

Nomor
Lampiran
Perihal

:

: Permohonanrekomendasi
penyaluran Alokasi Dana Desa
Tahap... Tahun Anggaran 2AZl

Eerdasarkan,,
Nomor-..-.Tatlun;...

Kepada
,,, . ,Yth, Bapak Camat ......

'--,,',, 
,.,. ,: 

r-, 
,..di - {Ibukota Kecamatan)

Pegatura , ,.',Bupati Barito Selatan

2. Kegtratarl;r,...;.,.-,..:rr.....sibesar,Rp.,1-,r-.:.....(......................)

sebagai bahem :pertira gan kami sampaikan persyaratan
permohonan penyaluran ADD Tahap........Tahun 2o2l sebagai
berikut:

,Tata Cara Pembagian dan Penetapan
.

$etiap Desa Tahun 2A21, dengan ini
disampai ,.Alokasi Dana Desa Tahun

3. dst.

Dernikian permohonan ini karai sampaikan, atas bantuan
dan kerjasama Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Desa

I

2

{nama)



D. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN

PERSYARATAN PENGAJUAN PEhIYALURAN ADD

BERITA ACARA
VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENGAJUAN

PEI{YALURAN ADD
TAHAP TAHUN 2O2L

Pada hari ini ---... tanggal -.'."' bulan """ Tahun
bertempat di Kecamatan......:....., telah dilaksanakan verilikasi terhadap

kelengkapan dokumen administrasi peng4iuan penyaluran IDD Tahap.....Tahun

ZA2l Desa.............Kecamatan".........f"oirp*t t - Barito Selatan, dengan hasil

sebagai berilmt:

NO. URAIAN DOKUMEN PERSYARA?A$
BERKAS KETER

ADA
TIDAK
ADA

ANGAN

PE.RSYAR.*TAT TIEITP X

1. suratprmoho payatglq4 4qD tahap I ?ahqq
2o2L d"'i Ke --fr5q..ryf f+.+qt!.'f .9,1++
Camat

2.

3. L""oransil,PAffi=i*..-.i
4. Surat Keputusarr BPD',I'

tentang Persetujuan,Fe:
tentang APBDes Tahlst
Berita Acara rarat dan''dq&ar,b.tidi? lxr

5. Perattrran Desa tenta5,lgr
berdasar Hak Asal UsuI
Berskala Desa me:tgaclr':
nomor 41 Tahua 2819..., '''.-.

6. *r* *-"
7. @'

dari: '.'..t'-;rn"'::,-r';

a. Print out Perdes APBDes; ' '-- ,

b. Print out Perkades Perrjabarac APBDeS;
c. Print out penjabaran APBDeS;
d. Print out RKP Des;
e. Print Out Ringftasan APBDes per sumkr darta

khususnya ADD Tahun 2021;
f. crint out RAE} dari Anlikasi Siskeudes;

8. Rencana Penssrrllaan Dana fRPDI
9. Foto iopy Rekening Kas Desa dan print out

Rekenins Koran teraktrir
10. Surat pernyataan kekaaran traporan SPJ

pengunaan ADD tahap sebelumnya {bermaterai Rp
1O.OOO,{ dari KePala Desa dike@

11. Surat pernyataan kesangupn untuk mengelola
ADD Tahap I Tahun 2O2t fbermaterai Rp 10-OSO,-|

dari Kepala Eesa. diketahui Camat
PTRSYARATAI{ TISAP U

1. Suratper h pnyaluran ADD tah*P II
Tahun Anggaran 2fi2t dari Kepla Desa. kepda
Buoati melalui Camat



NO. URAIAI'T }OKU}{EIII PERSYARffTAN
BERKAS

KETER
ANGANADA TIDAK

ADA
2. Laporan realisasi dan keluaran f*Aptfi

ADD tahap I Tahu* Angararr Z*Zl dilampiri
dengan TUKD {Tata Usaha Keuangan Desa} serta
foto urarrla dokumentasi progres realisasi lisik
kegiatan

3. Renca:ra Pengunaan Dana EPDI
4. Foto copy Rekening Kas ksa danr print orrt

Rekening Koran terakhir
5. Surat pernyataan kebeaaraa lalrcran SpJ

pengunaan ADD tahap I Tahun Angaran ZOZI
{bermaterai Rp1O.OOO,-} dari Kepta Desa
rtiketahui Camat

6. Surat pernyataan kesangupan untuk mengelola
ADD Tahap E Tahun 2*21{ber,saterai RpIS-OOO,-}

PENSTATATAil fAEAPW .

1.

2.

3. Rencana Pen#ugaaa OqU
4.

5. Surat pernyataan . --kC ,.'.,.,SPJ
pengunaan ADD tahap II Tahun Angirran ZAZI
(bermaterai Rp 1O.OOO,*} . dari Kepla Desa

6. Surat pernyataan kesanggupan r.rntuk mengetota
ADD Tahap III Tahun 2A2l {krmater;ai RpIO-OOO,-
l dari Kepala Desa diketahui Camat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan
Tim Pendamping merekomendasikan sebagai berikut:
A. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan

permohonan penyaluran*

persyaratan iainnya,

untuk mengqjukan

B. TIDAK IAYAK dan perlu diperbaikildicukupi kembali oleh Desa*
Catatan

*| Coret yaag ti&k ss*si



Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai bahan lebih lanjut.

Dibuat di
Pada tanggal

Tim Verifikasi Kecamatan

No. Nama Jabatan dalam Tim Tanda Tangan

1 Ketua Tim

2. Angota Tim

J. Aaggota Tim

4. Angota Tim



E. FORMAT BERITA ACARA HASIL
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD

VERIFIKASI DOKUMEN

BERITA ACARA
VERIFIKASI DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD

TAHAP.... TAHUN

Pada hari ini...........tan99ai...... buian...............Tahun teiah
dilaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen

IpenanggunglawaDan penggunaarl ADD
Tahap........Tahun .Desa........Kecamatan..........Kabupaten Barito Selatan,
dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketgngkapan dan keabsahan
dokumen pertanggungjawaban penggunaan. ADD Tahap....Tahun. Tim
Pendamping merekomendasikan sebagai berikut:

A. LAYAK atau iviEMENUHi SYARAT <ian bisa digunakan untuk mengajukan
permohonan penyaluran*

B. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh Desa*

Catatan

*| Coret yang tidak sesuai

Demikian Berita Acara Verilikasi dibuat sebagai bahan proses selanjutnya

NO. URATAN

BERKAS
HASIL VERIFIKASI
KEABSAHAN/VALI

DITAS

i.LENGK
' 'AP .,'

fiDAK
LENGKAP

SESUAI
TIDAK

SESUAI

1. Buku Kas Umum { .l

2. Bukti pengeluaran fui

pendukung seperti:not6r, :I:.':::

faktrrr, tanda terima, surat
pesananbarans,dll)'.,, :','":.

,.,t/ {

3. Bukti pembayaraa.paj* {
4. Laporan Rekening Koran {



Dibuat di
Pada tanggal

Tim Verifikasi Kecama.tan

No. Nama Jabatan dakun
Tim

Tanda Tangan

1. Ketua Tim

2. Arrggeta Tim

3. Angota Tim

4.



F. FORMAT LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP
PELAKSANAAN KEGIATAN ADD

PBMERINTAII KABT}PATEN BARITO SELATAN

ffiCAMATAN

Nomor

Lampiran

Perihal

Tim

: 1 (satu) berkas

: Laporan hasil monitoring dan
evaluasi ADD Tahap.....
Tahun...... Desa.

Kepada

Yth. Kepala Desa....

di-

TEMPAT

Berdasarkan surat tugas 'Canr:.:at...............rlomor.........tanggal......
untuk melaksanakan kegiatan'monitoring dan evaluasi pelaksanaan
ADD Tahap.."....Tahufi-...,., telah diJakqqrakan kegiatan monitoring
dan evaluasi dengan catatan sebagai berikut:

1.

2.
rJ.

:::::::.::,.::.,,.- :,:!:ii

Dst 
- 

' tt-" tt.."':t:"::t'tt' ttttt,= i

Berkenaan 'dengarr catatan &rsebut diatas diminta

dan evaluasi kecamatan

Camat....
Selaku Penanggungjawab Tim

Nama
NIP.

Kepala Desa <ian, TPK itDgig4,,.untuk melakukan iangkah -

1.

2.
3. <ist.

Agar desa dapat,,,4en|qr{aklaniuti, atam waktu l(satu)
seteiah ciiterimanya iaporan hasii monitoring dan evaluasi ini.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan
penuh tanggung jawab.

kepada
iangkah

mrnggu

dengan

mon

No. Nama Jabatan Dalarn Tim Tanda Tangan
1. Ketua ?im
2. Anssota Tim
3. Anssota Tim
4. Anssota Tim
5. Anseota Tim



CONTOH KERfAS KERTIA IIASIL MOilITORIttc DAIY ByALUASI

I. Kegiatan yang dimonitoring.

1...........

2............

III. Saran/Rekomendasi pe
dan TPK

il. Permasalahan yans dihadapi'd;; r;i;i.uAi* pisa dibuat datambentuk tabel)

3

IV. Tindak Lanjut (TL)
dan TPK
1
l.

2

3

catatan : contoh ini dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan
karakteristik per-rnalatahan yang dihadapi

Uraian Kegiatan
Renca:ra
(volume

kegiatarrl

Realisasi
{Volume
kegiatanI

Hasil
Monitoring
{sesuai/tdk

sesuai)

*) bisa dibuat dalam bentut<



G. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN PEI{YALURAN
DAN PERSYARATANNYA

PEMERINTAE KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAI}IATAN

Nomor

Lampiran

Perihal

Kepada

Yth. Kepala Desa

di-I {satu} berkas

Pengemb alian Permohonan
Penyaluran ADD Tahap .....
Tahun....

TEMPAT

1.

2.

4
J.

4. Dst

untuk itu aiminta kepada saudara untuk melengkapi
kekurangan permohonan penyaluran beserta persyaratannya dan
disampaikan kembali kepada camat paling lambat 2 (dua) hari sejak
diterimanya surat ini.

Demikian hal ini disampaikan untuk bahan lebih lanjut.

Camat.

(nama)



H. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

PSIUERI}TTAII KABIJPATEN BARITO SELATAI\
KECAMATAI\I,............

I}8S4.....
Al+mat:

SI'RAT PERIVYA,TAAIT
I{ESAITGGUPAil UEITGEI,OLA AI'D

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : KepalaD€sa.,,,r..r.1.,r-:,;:1*;...:..!!-!....r.!.!, ,. :

Alamat : Jalan...........Desa..........Kecamatan...........Kabupaten Barito
Selatan.

Alokasi Dana Desa

dsrlgan sebenarnya, untuk dapat

Mengetahui,

.:.: i.;]tr-:r:::i:'
:.:::- - j:rfii':'-....:....... tenggat/bulan/tahun

KEPALA DESA...........
CAMAT

Materai

Rp.l0.ffi,-
(Nam{

Pangkat/Gol
NIP-

{Nama)



I. FORMAT SURAT PERI\TYATAAN KEBENARAN PERTANGGUNGJA\ITABAN ADD

PEUTRI!5TAS EAEIIPILTEil BARITO SEI"AfAil
IrBCAll[aTAI{...................

DESA .............
Jalan Nomor ....-Telp

SURAT PERITYATAAII I{EBEITARAH
LAP'ORAIT PERTAJT(X}UIITG'AtrTABAIT ADD

Yang bertancia tangan <iibawah ini:
Nama

Jabatan

Alamat

Mengetahui, KEPAI.J. DESA
CAMAT

Matemi

Rp.10.ffi,-
(Nama)

Pangkat/Gol
NIP.

(Nama)

Kepala, Dcsa . ..,.. Keearyat4n, -..-Kabupaten Barito selatan

Alokasi

Demikian surat p.* , ini dibrrat,;# sebenarnya dan penuh
kesadaran untuk dapat aip.rg,rrakan sebagaimana rf."tiry..



J. FORMAT REKOMENDASI CAMAT PEI{YALURAN ADD TAHAP I

PESERIXTAE KABIIPA?EN BARITO SETATAIT
Km*t/LTAI5 .......r...... r.. r i.'r.. o........... i... o... r

Jalan Nomor Telp

REKOMENDASI
NOMOR :.............

TENTANG
PENYALURAN ADD TAHAP ...... TAHUN 2021 UNTUK DESA

KECAMATAN

Elerdasarkan Peraturanr Bupati Barito Seiatan Nomor .... Tahun ...... tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Aklkasi Dana Desa Setiap Desa Tahun
Anggaran 2021, pada prinsip,l'lya ,kqqqi gre,nyeh4iuiltidak.keberatan bahwa ADD
Tahap Tahun Arrggaran 2A2L untuk ' pgsg':'i. :-............ Kecamatan
.............sebesar Rp. .....:.r.....(.-,..........;-.;,i'...,),.d+pat disalurkan melalui Rekeniiig
Kas Desa dengan rincian sebagai,@kr1t,: . ,,'

No. Sumber D .

: ::iJ:ii!:i:

!1a::;:;::'1
"r..i:jin$*rmlah belanja' fRrr.l

Keterangan

; ili:jii=

,. '' e-.
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M. FORMAT LAPORAN SILPA ADD TAHUN 2A2A.

LAPORAIT SITPA AI}D TAIIUIT 20EIO

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa
:--...;......... :... Kabupaten Barito Selatan menyatakanjawab penuh atas kebenaran I"aporan sisa Alokasi Dana
sebagai berikut:

bahwa
Desa

Kecamatan
bertanggung

Tahun 2O2O

disimpan sesuai
dan keperluan

i' r''.: r:.iror ; ;. .,.;.. j;-+,,1$..(tempat & tanggat)

'ij,iiii:' i;irj,i:;. ,-' Kepata Desa,



N. FORMA? BERI?A ACARA SERAH ?ERI]\4A HASIL PEKER"IAA:{

AIeEat:

Pada hari illi .3.6.... tanggal ..e..'...r1...,.,. Br:Iafl ...,.3.......,. Tahun hrg.RiFu DuaScf{. kami yang bertanda tangan dibawah ini :

l tatoaaaaaraaaaatrr....

: Pelaksaaa Kegiatan percbanguna:r.
: J}. .......

?e*iadak sebagai Pelaksaaa Kegiatan Pembangunan Desa ."."",,"berdasarkanSurat Keputusan Kepala Desa."......, Nomor:.-..../ /lKep""'" .-..12*21' tangatr .......2021, selanjutnya disebut PIIIAI( IIESA?I .

1. Nama
Jabatan
Alamat

Nama
NIP.
Jaba.tan
Alamat

taaaar.a*--a3aaicaraaa2.

Kepala Desa
Jt. ....-..................

Bertindak sebagai tlryll" Kepala_ D9* ..Kec...............Keputusan
Nomor : -".--../ ........T4HUN 2o..... selaqir:tnya disebut pffiAr( BEDur,

Bahrrra ,]ryf _,,Tpgtl1-_-m!nyelSkan hasit . peke{aan pembanguaan
':::': ':*p"dl KTDUA darr Prl{AK KEDUA {elah meiakukan pr*"rif****
3_*:}]=i}",t.ryti33 *X1t3 gensan nh"b;;;J&gx Back up Dara
Itr^f::*Y* oteh prHAK xesaru dl:rg*n .i""t""p.k;tj;T p;;";;;""
sebagai krikut
Frogam
Kegiatan
I"okasi
Nilai Anggaran

Demikian Berita Acara Serah Terirna Hasil Pekerjaan irli dibuat dalam 5 (lima)
rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana rnestirgra.

PIHAK KESATU,
Pelaksana Kegiatan

PIHAK KEDUA,

SEI"A?AX

No. Jenis Pekerjaan SpsiEkasi Harga Jumlah Keterangan

1 2 3 4 5 6

Pernba:rgunan,
KEPAI,A DESA.

;\


